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DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

_,-E'JN

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 7068 /=1.851.321

Diberikan kepada
Nama Lembaga - PAUD ISTIQLAL
Alamat . JI. Taman Wijaya Kusuma
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Pemilik/Penyelenggara: Yayasan Madrasah Istiglal Jakarta
Pimpinan . Nita Rosdewita, S.Pd

Dengan memperhatikan syarat-syarat \
smmmwmmmmmmm 865 12014

tanggal 10 Juni 2014, Izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai
tanggd10Jum2014sampai dengan 10 Juni 2017.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 11 Juni 2014
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DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2018

Kepada
Yth. 1. Para Pmpinan  Yayasan
Penyclenggara Pendidikan
2, Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasia
di
Jakarla
SURAT EDARAN

NOMOR 7! [SEi2018
TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menter Pendidikan dan Kcbudavean Nomor 36 Tahun

2014, Peraturan Gubermur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Guberaur Nomor 7
Tahun 2048, dergan ini saya minia gerhatian Saudara hal-ha! sebagai berikus :

Ty

lzin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluakan oleh Dinas Mendidikan dan
alau Badan Pelavanan Terpadu Satu Piniu (BPT3P), segera ditindakianjuti dengan
pengurusan 1zin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnyva 2 tahun sejak diterbitkan,

lzin Operasional lembaga pendidikan yang telzh dikeluarkan oleh Diras Pendidikan
dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu tetap herlaku sepanjang lembaga
pendidikan dimaxsud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan rama, alamal,
dan status lembaga, sehingga lambaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus
perpaniangan izin operasional

Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabul sewakiu-waku
manaka'a lembaga penddikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggarnan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanaan,

Seluruh lsmbaga pendidikzn diminta segera melaporkar kordis: sekoiah dengan
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Momor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zanasi, format isian dimaksud dikidmkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tangagal 12 Agustus 2016,

Khusus pemmohonan |zin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usiz Dini (PAUD} ztau
Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumshan yang bersifat non profit/non
komersi serta bukan disslenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus
melampirkan ;

PR



a. Permyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
b, Persetujuan tatangga disekitarnya sebagai pengganti UUG,

8. Ppmgnfaatan fasilitas sekolah neger oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat
diberikan dengan adanya perjanjlan kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah
Provinsi DKI Jakala, dalam hal inl Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DK Jakarta,

7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin operasional dan terakreditasi
dapal mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasll analisis
ntutan masyarakat, dunia usaha, dunia ‘ndustn, setelah mendapatkan izin darl Dinas
Pendidikan Proving| DK/ Jakarta,

Edaran inl untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebalk-baiknya
seta penuh tanggung javab,
Kepala Dinas Pendidikan
Pro\;ﬁmﬂaammw lbuketa Jakara,
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NIP 18621107 1996031001

Tembusan

1, Gubemur Provingi DK! Jakarta

2, Wakil Gubernur Provins! DK| Jakarta

3, Sekretaris Daerah Provinai DKI Jakarta

4. Asislen Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala BPTSP Provinst DK Jakarta

7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinst DK! Jakarta

A Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provins! DK! Jakarta

9. Ketua BAP-S/M Provins! DKI Jakaila

10. Sekrataris Dinag Pandidikar Provinsi DKI Jakarta

11. Para Kepala Bidang padu Dinus Pendidikan Provinsi DKI Jakana

12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah 1l Kota Administrasi di Provins
DKI Jakarta

13, Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administras! Kep. Seribu

14 Para Kepala Seksl Dinag Pendidikan Kecamatan di Provinsl DKI Jakara

15, Para Pengawas 8D, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinei DK! Jakarta

16, Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



